
BAB VI 

PENUTUP 

6.1  KESIMPULAN 

  Dalam pengelolaan BUMDes Marilonga, seluruh elemen yang berperan dalam 

pengelolaan BUMDes telah berpartisipasi dan menjalankan tugasnya walaupun 

belum berjalan dengan baik dalam hal ini BUMDes mengalami kemandekan kurang 

lebih dua tahun berjalan ini. Walaupun sudah berdiri kurang lebih tiga tahun namun 

BUMDes Marilonga bisa dikatakan  belum berhasil memberikan pemasukan untuk 

Desa Watunggere Marilonga dan belum bisa mengembalikan modal awal dari 

pembentukan BUMDes dalam hal ini pengadaan barang yang merupakan usaha dari 

BUMDes tersebut. Dalam pelaksanaan BUMDes Marilonga ini masih terdapat 

hambatan dan permasalahan, yakni Sumber daya manusia yang dimiliki pengurus 

belum memadai, manajemen kelembagaan belum optimal, kurangnya dukungan dari 

pemerintah dan pola kepemimpinan yang otoriter yang menyebabkan pengelolaan 

BUMDes Marilonga ini mengalami kemandekan atau kemacetan sehingga 

masyarakat belum sepenuhnya merasakan bantuan dari pengelolaan BUMDes 

tersebut hingga saat ini kurang lebih tiga tahun berjalan. 

  Berdasarkan Indikator - indikator dan hasil analisis yang didukung dengan 

data yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan dilapangan, maka penulis 

dapat mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

 



A. Sumberdaya Manusia yang Dimiliki Pengurus Belum Memadai 

 Penulis dapat menyimpulkan bahwa bahwa pengurus dari BUMDes 

Marilonga ini perlu melakukan pelatihan - pelatihan tentang pelaksanaan BUMDes 

ini dan pengurus, Pemerintah Desa dan BPD perlu berkonsultasi agar muncul suatu 

kesepakatan untuk melakukan lobi dengan pemerintah daerah maupun pemerintah 

pusat agar mereka memberikan pendidikan atau pelatihan kepada pengurus BUMDes 

dan masyarakat tentang strategi dalam pelaksanaan usaha BUMDes agar lembaga ini 

dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari keamandekan. Oleh karena itu 

masyarakat menghimbau kepada pemerintah Desa dan pengurus BUMDes untuk 

secepatnya mengatasi masalah ini. 

B. Manajemen Kelembagaan Belum Optimal 

 Penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya kendala ini pengurus 

BUMDes harus melakukan kegiatan pengelolaan BUMDes Marilonga secara 

transparan kedepannya agar dapat diketahui oleh sesama pengurus, pemerintah Desa 

serta lembaga BPD selaku pengawas BUMDes dan masarakat setempat. Selanjutnya 

untuk pengurus BUMDes dalam hal ini bendahara BUMDes harus memperbaiki 

segala administrasi keuangan dari lembaga ini dan melaporkan kepada pimpinan 

BUMDes dan sesama pengurus jika terjadi problema untuk urusan keuangan agar 

sesama pengurus melakukan evaluasi internal dalam lembaga ini agar tidak terjadilah 

penyimpangan secara keuangan. Pengurus BUMDes Marilonga harus memiliki 

semangat kekompakan dalam mengurus BUMDes ini agar tidak terjadinya 



miskomunikasi antar sesama pengurus, karena kekompakan antar sesama pengurus 

dan komunikasi baik dapat mendukung pelaksanaan BUMDes ini kedepannya agar 

lebih baik lagi dalam pelaksanaan berikutnya. Pengurus juga harus rutin melakukan 

pertemuan - pertemuan internal pengurus agar terciptanya kesamaan pendapat yang 

dapat membangun Usaha BUMDes ini kedepannya. Lembaga pengawas BUMDes 

juga lebih giat melakukan evaluasi tahunan agar dapat mengetahui dan mendongkrak 

efektivitas pengelolaan BUMDes serta semangat para pengurus. Pengurus BUMDes 

harus melakukan kegiatan pengelolaan BUMDes Marilonga secara transparan 

kedepannya agar dapat diketahui oleh sesama pengurus, pemerintah Desa serta 

lembaga BPD selaku pengawas BUMDes dan masyarakat setempat. Selanjutnya 

untuk pengurus BUMDes dalam hal ini bendahara BUMDes harus memperbaiki 

segala administrasi keuangan dari lembaga ini dan melaporkan kepada pimpinan 

BUMDes dan sesama pengurus jika terjadi problema untuk urusan keuangan agar 

sesama pengurus melakukan evaluasi internal dalam lembaga ini agar tidak terjadilah 

penyimpangan secara keuangan. 

C. Kurangnya Dukungan Dari Pemerintah 

 Penulis dapat menyimpulkan bahwa pengurus BUMDes dan pemerintah Desa 

selaku penasehat harus membuka banyak jaringan dengan instansi - instansi 

pemerintah terkait atau lembaga BUMDes lainnya untuk bekerja sama demi 

meyukseskan usaha pengelolaan BUMDes ini. Pemerintah Desa dan pengurus 

BUMDes perlu melakukan konsultasi atau lobi dengan pemerintah kecamatan 



maupun Daerah untuk mendukung kegiatan BUMDes tersebut. Penulis mengapresiasi 

pemerintah Desa yang telah mengalokasikan dana sebesar Rp. 50.000.000 untuk 

pengadaan barang - barang  berupa tenda jadi, kursi dan perlengkapan makan yang 

menjadi usaha di BUMDes Marilonga ini. Pengurus BUMDes juga perlu 

menyampaikan kepada pemerintah Desa secara terbuka tentang kendala yang dialami 

dalam mengelola BUMDes tersebut. 

D. Pola Kepemimpinan Yang Otoriter 

Penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam perjalanan kepemimpinan BUMDes 

Marilonga saat ini memang sedikit terjadinya system kepemimpinan yang otoriter. 

Hal ini terjadi karena tidak adanya pendapat dan paham yang sama antar pengurus 

dalam menjalankan usaha BUMDes ini. Pemerintah Desa dalam hal ini sebagai 

lembaga pendukung dan penasehat juga harus memberikan teguran - teguran dalam 

forum evaluasi bersama antara pengurus dan Pemerintah Desa sehingga tidak terjadi 

lagi sistem kepemimpinan seperti ini. Pengawas BUMDes dalam hal ini Lembaga 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) perlu melakukan pengawasan yang intensif 

agar terciptanya kekompakan dan kesepahaman dalam pengelolaan usaha BUMDes 

Marilonga ini. 

6.2 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti 

adalah sebagai berikut: 

A. Pemerintah  



Diharapkan kepada Pemerintah Desa Watunggere Marilonga untuk selalu 

melakukan pengawasan lebih ketat terkait dengan kegiatan yang dilakukan BUMDes 

Marilonga sehingga mengurangi tingkat kegagalan BUMDes. Pembinaan, evaluasi, 

dan monitoring juga harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Ende, sehingga 

menambah pemahaman dari pengurus- pengurus BUMDes serta masyarakat Desa 

Watunggere Marilonga. 

B. Pengurus BUMDes Marilonga 

  Satu hal yang penting dalam pengelolaan BUMDes yakni dalam proses 

pengelolaan BUMDes sangat dibutuhkan suatu pengelolaan dan pelaporan 

yangtransparan bagi pemerintah dan masyarakat. Artinya dasar pengelolaan harus 

serba transparan dan terbuka sehingga adanya pengawasan yang baik dari 

pemerintah Desa maupun masyarakat. Pengurus BUMDes juga harus bisa membuat 

laporan pertanggungjawaban administrasi dengan baik yang bisa dibantu oleh dinas 

terkait yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ende. Selain itu 

perlu adanya keaktifan dan semangat kerja dari pengurus BUMDes itu sendiri untuk 

tidak memperlambat setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BUMDes 

Marilonga. 

C. Masyarakat Desa Watunggere Marilonga 

  Diharapkan juga untuk masyarakat Desa Watunggere Marilonga agar selalu 

berpartisipasi aktif dan konsisten dalam membayar sewa dari usaha BUMDes 

tersebut dalam pengelolaan BUMDes terkait dengan penyewaan tenda jadi, kursi dan 

perlengkapan makan saat acara, sehingga BUMDes Marilonga ini akan semakin 



maju dan berkembang yang tentunya akan meningkatkan pembangunan Desa dan 

kesejahteraan Masyarakat Desa Watunggere Marilonga sendiri. 
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